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Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi hampir seluruh bidang yang ada di Dunia, salah satu sektor 
yang mendapatkan pengaruh signifikan merupakan sektor Perekonomian. Pandemi COVID-19 menyebabkan 
jumlah pendapatan masyarakat berkurang. Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan 
Peraturan yang telah dikeluarkan sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 
Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang diperbarui 
melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Pemberlakukan POJK tersebut dikarenakan menghindari permasalahan 
kerugian yang jauh lebih merugikan bagi pihak Bank. Restrukturisasi Pembiayaan pun memudahkan para debitur 
untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Penerapan Restrukturisasi 
Pembiayaan pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif. Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif 
Kualitatif sebagai Metode Analisis Penelitian. Data yang digunakan pada Penelitian ini menggunakan Data Primer 
dan Data Sekunder. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif menerapkan 
restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF atau Non Performing Finance sebesar rata-rata 0,68% sejak 
bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021. 
Kata kunci : Restrukturisasi Pembiayaan, Non Performing Loan, Pandemi COVID-19 
ABSTRACT 
The COVID-19 pandemic has had an impact on almost all fields in the world, one of the sectors that has a 
significant impact is the economic sector. The COVID-19 pandemic has caused the number of people's income to 
decrease. The government, especially the Financial Services Authority, enforces regulations that have been issued 
in accordance with POJK Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a 
Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease, which is updated through 
POJK Number 48/POJK.03/2020. The implementation of the POJK is due to avoid the problem of losses that are 
much more detrimental to the Bank. Financing restructuring also makes it easier for debtors to fulfill their 
obligations. This study aims to prove that the implementation of Financing Restructuring at PT Bank DKI Sharia 
Business Unit has been effective. This research uses qualitative descriptive analysis as research analysis method. 
The data used in this study using primary data and secondary data. The results of the study show that Bank DKI 
Sharia Business Unit has effectively implemented financing restructuring in reducing NPF or Non-Performing 
Finance by an average of 0.68% from April 2020 to May 2021. 
Keywords: financing restructuring, Non Performing Loan, Pandemic Covid-19. 
 
PENDAHULUAN 
Coronavirus atau COVID-19 telah 
menginfeksi 141.754.944 dan telah menyebabkan 
kematian sebanyak 3.025.835 di seluruh dunia 
menurut World Health Organization atau WHO 
(WHO, 20 April 2021).  Menurut data dari 
Universitas Johns Hopkins, Corona Virus telah 
menyebabkan kematian melebihi 1,8 juta orang dan 
menginfeksi lebih dari 82,8 juta orang, dan lebih dari 
46 juta orang telah mendapatkan hasil negatif atas 
pemeriksaan dari Virus COVID-19.   
Satgas atau Satuan Tugas Penanganan Virus 
Corona menyatakan bahwa World Health 
Organization atau WHO telah memberikan 
pernyataan resmi pada tanggal 9 Maret 2020 
mengenai COVID-19 atau Coronavirus yang telah 
dinyatakan sebagai sebuah pandemi. COVID-19 
telah menyebabkan masalah kesehatan yang serius 
dan dapat bersifat berisiko tinggi terhadap sebagian 
orang seperti lansia, pengidap penyakit diabetes, 
tekanan darah tinggi, dan atau jantung.   
Pada Analisis Kontan, Menurut WHO atau 
World Health Organization, FAO atau Food and 
Agriculture Organization, ILO atau International 
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Labour Organization, dan IFAD atau International 
Fund for Agricultural Development  pada Oktober 
2020 memberikan pernyataan mengenai COVID-19 
yang mengakibatkan disrupsi sosial ekonomi yang 
sangat signifikan.  Dampak dari pandemi COVID-19 
telah mempengaruhi industri perekonomian di 
Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan BPS 
yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia 
mengalami penurunan sebesar 2,07% pada tahun 
2020.    
Menurut Keuangan Kontan, pada industri 
perbankan mengalami kontraksi sebesar -2,41% pada 
tahun 2020.  Akibat hal tersebut industri perbankan 
mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan 
oleh debitur yang kesulitan membayar kewajibannya 
karena penjualan yang menurun akibat pandemi 
COVID-19.  
Bank perlu melakukan restrukturisasi kredit 
agar menyelamatkan dari kerugian yang jauh lebih 
besar. Pernyataan ini didukung dengan POJK yang 
dikeluarkan oleh OJK pada POJK Tahun 2020 
mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai 
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 pada Nomor 
11/POJK.03/2020.   
Menurut OJK kondisi keuangan Indonesia 
telah terjaga berkat beberapa kebijakan yang 
diterapkan pada sektor keuangan termasuk 
pemberian restrukturisasi kredit pada industri 
perbankan. Stabilitas sektor keuangan dikarenakan 
penerapan beberapa kebijakan dinilai terbukti 
menjadi stabil sehingga OJK memperpanjang 
kebijakan restrukturisasi kredit perbankan 1 tahun 
lebih lama dari bulan Maret Tahun 2021 hingga bulan 
Maret Tahun 2022.   
Perpanjangan kebijakan restrukturisasi 
diharapkan dapat membantu meringankan debitur 
dalam melaksanakan kewajibannya pada saat 
pandemi COVID-19. Debitur yang mengalami 
penurunan pendapatan dan penjualan diharapkan 
tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga 
perekonomian Indonesia dapat terus berjalan dengan 
semestinya.  
Salah satu alasan perpanjangan kebijakan 
restrukturisasi kredit oleh OJK disebabkan pandemi 
COVID-19 yang belum selesai hingga sekarang 
menurut Bambang Widjanarko Deputi Komisioner 
Pengawas Perbankan II di OJK atau Otoritas Jasa 
Keuangan.  
Peraturan pemberian restrukturisasi kredit 
dan pembiayaan akibat pandemi COVID-19 telah 
diatur melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang 
diperbarui melalui Peraturan OJK Tahun 2020 
Nomor 48/POJK.03/2020 yang telah dikeluarkan 
oleh OJK berupa perubahan atas POJK Stimulus 
COVID-19.   
Pertumbuhan kredit secara umum 
terkontraksi akibat Pandemi COVID-19, Hal ini 
selaras dengan realisasi dana sebesar Rp 914,65 
Triliun atas restrukturisasi kredit yang terdiri dari 
debitur UMKM dan Non UMKM sebesar 5,88 dan 
1,65 debitur dengan nilai Rp 361,98 Triliun dan Rp 
552,69 Triliun.  
Penerapan restrukturisasi kredit bagi 
nasabah perseroan ditawarkan dalam beberapa 
skema, seperti halnya di CIMB Niaga yang 
menawarkan berupa penundaan pembayaran bunga, 
perpanjangan tenor pembayaran, penurunan suku 
bunga, penundaan pembayaran angsuran, dan lain-
lain menurut Lani Darmawan Direktur Konsumer 
CIMB Niaga.  Menurut Lani Darmawan skema yang 
ditawarkan membantu nasabah dalam memenuhi 
kewajibannya selama 12 bulan ke depan dikarenakan 
keringanan kebijakan yang mengikuti peraturan OJK.  
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 
menyatakan bahwa Bank Syariah mengalami 
pertumbuhan sebesar 8,08% pada sektor pembiayaan 
dan 11,80% pada sektor dana pihak ketiga.  Menurut 
Herry Djufraini Sekretaris Perusahaan Bank DKI 
realisasi penyaluran pembiayaan meningkat yaitu 
mencapai 25,58% dengan total Rp 5,4 Triliun yang 
semula sebesar Rp 4,3 Triliun pada Unit Usaha 
Syariah Bank DKI.   
Menurut OJK sektor pembiayaan perbankan 
Syariah dinyatakan tumbuh pada masa pandemi 
tetapi tetap dengan kondisi mengalami penurunan 
margin berupa penurunan NOM atau Net Operating 
Margin sebesar 1,55% dengan BOPO atau Beban 
Operasional Pendapatan Operasional sebesar 
83,63%.  
Hal ini sejalan dengan mendapatnya Bank 
DKI Unit Usaha Syariah yang mendapatkan 
penghargaan Indonesia Sharia Finance Awards 2021. 
Bank DKI Unit Usaha Syariah tetap tumbuh secara 
positif selama pandemi COVID-19. Pencapaian ini 
didapatkan melalui penyaluran pembiayaan yang 
dilaksanakan oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah 
yang mencapai Rp 5,96 Triliun telah meningkat 
mencapai 1,10% dibanding dengan tahun 
sebelumnya yaitu sebesar Rp 5,90 Triliun.  
Dalam menjalankan kegiatan usaha selama 
pandemi, Bank DKI pun turut melaksanakan 
relaksasi pembiayaan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Herry Djufraini yang menyatakan bahwa 
Bank DKI turut serta memberikan pelayanan 
pemberian restrukturisasi sesuai dengan POJK 
kepada nasabah pembiayaan yang memiliki usaha 
terdampak COVID-19.  
Menurut Herry Bank DKI hanya 
memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada 
debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi 
mengikuti peraturan yang ada.  Menurut Babay Farid 
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Wazdi selaku Direktur Kredit UMK dan Usaha 
Syariah menyatakan bahwa terdapat 50% UKM yang 
telah mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada 
Bank DKI. 
Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua 
tujuan, yaitu (1) Menjelaskan mengenai penerapan 
kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan berdasarkan 
POJK No.48/POJK.03/2020 mengenai Perubahan 
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang telah 
diterapkan oleh PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
efektif dalam menurunkan NPF di PT Bank DKI Unit 
Usaha Syariah. (2) Menjelaskan mengenai faktor-
faktor dan kendala yang mempengaruhi 
Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan 






Efektif merupakan sebuah kata yang 
diadaptasi dari kata effective yang diadaptasi dari 
Bahasa Inggris. Kata Effective memiliki artian 
berhasil. Efektivitas juga merupakan kata yang 
dikembangkan dari kata “Efek” yang merupakan kata 
yang digunakan untuk menghubungkan antara sebab 
dan akibat. Sedangkan dalam KBBI Efektivitas 
merupakan kata yang berasal dari kata “Efektif” yang 
memiliki 3 artian, yaitu : memiliki efek seperti akibat, 
pengaruh dan kesan, manjur atau mujarab, dan 
memberikan hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).  
Menurut Hidayat dalam Punto (2013) efektivitas 
merupakan seberapa jauh target yang telah tercapai 
dalam kuantitas, kualitas, dan waktu yang 
mendefinisikan sebuah ukuran. Menurut Mahmudi 
(2005) hubungan antara sebuah output dan tujuan 
menunjukan keefektifan sebuah organisasi, program, 
atau kegiatan merupakan definisi dari efektivitas. 
Maka, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa 
efektivitas merupakan sebuah kemampuan untuk 
menunjukan keberhasilan penerapan rencana sesuai 
dengan harapan atau tidak. 
 
Pendekatan yang digunakan dalam 
Penilaian Efektivitas 
Efektivitas perlu diukur untuk mengetahui 
tingkat keberhasilannya. Oleh sebab itu, untuk 
memperkirakan Efektivitas dapat menggunakan 5 
pendekatan yaitu Pendekatan Experimental 
Approach, Pendekatan The Responsive Approach, 
Pendekatan The Decision Focused Approach, 
Pendekatan Goal Oriented Approach, dan 
Pendekatan The User Oriented Approach.  
Agar dapat mengukur keberhasilan dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 
Goal Oriented Approach atau merupakan 
Pendekatan yang berorientasi dengan tujuan awal. 
Pendekatan ini digunakan untuk memberikan sebuah 
petunjuk bagi pengembang program guna 
menjelaskan hubungan kegiatan khusus dengan hasil 
yang akan dicapai.  
Implementasi 
Implementasi merupakan kata yang 
memiliki artian pelaksanaan atau penerapan menurut 
Edisi 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
Implementasi merupakan sebuah tindakan yang 
dimulai menggunakan rencana atau sebuah sistem 
(Cambridge Dictonary pada Liputan 6, 2021).   
Menurut Grindle dikutip pada Akib (2010) 
bahwa proses atas tindakan Administrative 
merupakan hal yang dapat diteliti pada tingkat 
program tertentu merupakan definisi dari 
implementasi.  Menurut Sendari (2021) pada Liputan 
6 mengatakan bahwa  impelementasi merupakan 
penerapan gagasan yang memiliki arti luas. 
Menurutnya implementasi merupakan sebuah praktik 
dasar agar dapat menerapkan strategi atau tujuan.   
Berdasarkan pendapat dan pengertian diatas 
dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan 
penerapan sebuah strategi ataupun rencana agar dapat 
mencapai tujuan tertentu. 
Pandemi COVID-19 
Pandemi COVID-19 bermula timbulnya 
penyakit Coronavirus Disease 2019 di Kota Wuhan, 
Tiongkok. Menurut WHO atau World Health 
Organization dikutip pada Prudential menetapkan 
Coronavirus Disease 2019 sebagai Pandemi 
COVID-19 pada saat 11 Maret 2020.  
Pandemi memiliki artian sebagai epidemi 
yang menyebar ke berbagai benua dan negara. 
Sedangkan epidemi merupakan istilah untuk 
mengetahui peningkatan ataupun perkembangan 
jumlah kasus penyakit yang muncul secara tiba-tiba 
yang menyerang suatu populasi area. 
Menurut WHO atau World Health 
Organization pada situs resmi nya pada Tanggal 24 
April 2021, tercatat terdapat 145.216.414 kasus 
COVID-19 di seluruh dunia, dengan catatan 
kematian mencapai 3.079.390 orang meninggal 
dunia akibat penyakit Coronavirus Disease 2019 ini.  
Jumlah Orang yang terkena COVID-19 di 
negara Indonesia mengalami kenaikan yang 
signifikan secara terus menerus. Hal didukung oleh 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang 
dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com yaitu jumlah kasus 
di Indonesia hingga 24 April 2021 mencapai 
1.636.792 orang. 
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KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengartikan pembiayaan menjadi sebuah hubungan 
antara sesuatu dengan biaya.. Menurut Kasmir, 
diantara tugas pokok bank merupakan memberikan 
sebuah layanan kepada nasabah berupa memfasilitasi 
dana agar nasabah dapat memenuhi keperluan para 
pihak deficit unit atau pembiayaan. Selain itu, 
pembiayaan merupakan layanan yang memberikan 
tagihan atau uang atas persetujuan kesepakatan 
antara dua belah pihak yaitu, peminjam dan bank 
yang diwajibkan mengembalikan pinjaman dengan 
imbalan atau bagi hasil yang diberikan jangka waktu 
tertentu. 
Pembiayaan merupakan sebuah pendanaan 
yang diberikan sebagai pendukung investasi yang 
memiliki rencana yang dilakukan perorangan atau 
lebih dan memiliki arti lain sebagai pendanaan yang 
diberikan Lembaga Pembiayaan atau Bank atau Bank 
Syariah kepada nasabahnya. 
 
Tujuan Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2005) pembiayaan 
memiliki tujuan antara lain sebagai berikut ini : 
1. Merupakan cara untuk meningkatkan laba, 
2. Merupakan cara untuk mengurangi risiko, dan 
3. Merupakan cara untuk menyalurkan dana. 
Sedangkan Menurut Aisiyah (2005) 
pembiayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan 
perekonomian umat, menyediakan pembiayaan 
untuk meningkatkan produktifitas, meningkatkan 
usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan melakukan 
distribusi pendapatan. 
Selain itu, terdapat dua tujuan dari 
pembiayaan yang merupakan fungsi yang saling 
berkaitan berupa agar memperoleh hasil atau 
keuntungan dan keamanan atas pemberian fasilitas 
tersebut agar memperoleh keuntungan. 
 
Manfaat Pembiayaan 
Menurut Ismail (2001) pembiayaan 
memiliki manfaat sebagai peningkat barang dan jasa 
dalam arus tukar menukar, dapat digunakan sebagai 
idle fund, pengendali harga, dan agar dapat 
menjalankan dan memaksimalkan perekonomian 
yang ada. 
 
I.1.1 Unsur-unsur Pembiayaan 
Menurut Kasmir (2013) unsur-unsur 
pembiayaan merupakan unsur yang terdiri atas lima 
hal yaitu : 
1. Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan 
dalam memberikan pembiayaan dengan 
pemikiran bahwa pembiayaan yang diberikan 
akan kembali di kemudian hari. 
2. Kesepakatan merupakan perjanjian antara dua 
belah pihak berupa pemberi pembiayaan dan 
penerima pembiayaan yang ditandatangani 
berdasarkan hak dan kewajibannya. 
3. Jangka Waktu merupakan tenggang atas 
pengembalian pembiayaan yang telah diberikan 
kepada penerima pembiayaan berdasarkan 
kesepakatan yang telah disepakati. 
4. Risiko merupakan ketidakamanan atas pemberian 
pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang 
mungkin terjadi kepada pemberi pembiayaan 
seperti pembiayaan macet. 
5. Balas Jasa merupakan keuntungan yang 
didapatkan dengan cara memberikan layanan 
pembiayaan kepada penerima pembiayaan berupa 
bunga ataupun bagi hasil. 
 
Jenis Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2005) pembiayaan 
terbagi menjadi dua aspek yaitu 
a. Jenis Pembiayaan 
Pada Jenis Pembiayaan dibagi menjadi 2 jenis 
yaitu berupa modal kerja dan investasi. Pada 
pembiayaan modal kerja berupa pembiayaan 
yang bertujuan untuk memudahkan penerima 
pembiayaan dalam menjalankan usahanya dalam 
mengembangkan usaha. Sedangkan pada 
pembiayaan investasi berupa pembiayaan yang 
bertujuan untuk pengadaan barang konsumtif 
ataupun investasi. 
b. Jangka Waktu 
Pada aspek jangka waktu dibagi menjadi tiga 
jangka waktu yaitu jangka waktu pendek, jangka 
waktu menengah, dan jangka waktu panjang. 
Pada jangka waktu pendek berupa jenjang waktu 
mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun. 
Pada jangka waktu menengah berupa jenjang 
waktu satu tahun sampai dengan lima tahun. Dan 
pada jenjang jangka waktu panjang berupa 
pembiayaan yang dilakukan melebihi lima tahun. 
Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Trisadini (2013) penilaian kualitas 
pembiayaan terbagi menjadi lima nilai agar dapat 
menilai pembiayaan berdasarkan risiko yang 
kemungkinan akan terjadi pada kondisi kepatuhan 
debitur dalam memenuhi kewajibannya berupa 
membayar bagi hasil dan pokok pinjaman. 
2. Lancar 
Kategori lancar dimaksudkan bahwa penerima 
pembiayaan melakukan pembayaran bagi hasil 
atau margin dan angsuran secara tepat waktu. 
Debitur tidak memiliki tunggakan pembiayaan, 
melaporkan laporan keuangan akurat dan teratur, 
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melaksanakan sesuai dengan persyaratan ketika 
akad, melakukan pengikatan agunan secara kuat 
dan pengarsipan perjanjian piutang. 
3. Dalam Pehatian Khusus 
Kategori dalam perharian khusus dimaksudkan 
bahwa penerima pembiayaan terdapat tunggakan 
dalam kurun sampai dengan 90 hari. Penerima 
pembiayaan tepat melakukan penyampaian 
laporan keuangan secara teratur dan akurat, 
melakukan pengikatan agunan yang kuat dan 
melakukan pengarsipan perjanjian piutang tetapi 
melakukan pelanggaran perjanjian piutang yang 
tidak prinsipil. 
4. Kurang Lancar 
Kategori kurang lancar dimaksudkan bahwa 
penerima pembiayaan melakukan tunggakan 
pembiayaan antara 90 hari hingga 180 hari, tidak 
melaksanakan pelaporan laporan keuangan 
dengan dinilai meragukan tetapi teratur 
penyampaiannya, melaksanakan pengikatan 
agunan kuat tetapi dokumentasi perjanjian 
piutang kurang lengkap. Pada kategori ini 
penerima pembiayaan melakukan upaya untuk 
menyembunyikan kesulitan keuangan berupa 
perpanjangan piutang dan pelanggaran terhadap 
persyaratan pokok perjanjian piutang. 
5. Diragukan 
Kategori diragukan dimaksudkan bahwa 
penerima pembiayaan telah melakukan 
tunggakan melewati 180 hari hingga 270 hari. 
Debitur melakukan dokumentasi perjanjian 
piutang yang dilakukan tidak lengkap. Penerima 
pembiayaan tidak melakukan penyampaian 
informasi keuangan dan tidak dapat dipercaya. 
Penerima pembiayaan juga tidak melakukan 
pengikatan agunan secara kuat (lemah) dan 
melakukan pelanggaran prinsipil persyaratan 
pokok perjanjian. 
6. Macet 
Kategori macet dimaksudkan bahwa penerima 
pembiayaan melakukan tunggakan melewati 270 
hari dan tidak melakukan pengikatan agunan dan 




Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan 
Restrukturisasi Pembiayaan merupakan 
salah satu bentuk keringanan dalam melakukan 
pembayaran kewajiban di Bank atau Leasing. 
Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 
restrukturisasi pembiayaan bukan bentuk 
penghapusan hutang melainkan keringanan dalam 
pembayaran cicilan hutang.  
Menurut Idris (2021) restrukturisasi 
pembiayaan adalah perbaikan tujuan untuk 
memperbaiki kinerja usaha perorangan ataupun 
perusahaan. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus 
Besar Bahasa Indonesia restrukturisasi merupakan 
penataan kembali yang memiliki tujuan agar struktur 
atau tatanannya baik. 
Bentuk keringanan pembiayaan atau kredit 
yang diberikan menurut Otoritas Jasa Keuangan 
berupa pemberian pengurangan suku bunga atau 
tunggakan pokok atau bunga, penambahan jangka 
waktu, perubahan konversi menjadi penyertaan 
modal sementara, dan penambahan fasilitas. 
Pengajuan keringanan berupa restrukturisasi 
kredit/pembiayaan dapat diberikan oleh Bank 
ataupun Leasing. 
 
Dasar Hukum Restrukturisasi 
Pembiayaan 
1. Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah 
Pada pasal tersebut dikatakan bahwa Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah patut 
melaksanakan cara yang tidak merugikan Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
2. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 
Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
Pada pasal tersebut dikatakan bahwa Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat 
melakukan restrukturisasi pembiayaan atas 
dasar prinsip kehati-hatian. 
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 54 
Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian 
Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah 
Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa 
restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
patut memenuhi prinsip kehati-hatian dan 
prinsip Syariah. 
Dasar Hukum Restrukturisasi 
Pembiayaan akibat Pandemi COVID-19 
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan 
Coountercyclical Dampak Penyebaran 
Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa 
Keuangan Non Bank 
Pada Peraturan tersebut memuat ketentuan 
pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi 
debitur yang terkena dampak COVID-19. 
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus 
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 
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Countercyclical Dampak Penyebaran 
Coronavirus Disease 2019 
Pada Peraturan tersebut memuat ketentuan 
pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi 
debitur yang terkena dampak COVID-19 yang 
ditujukan kepada BUK, BUS, UUS, BPR, dan 
BPRS yang berlaku sampai 31 Maret 2021. 
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus 
Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 
Pada Peraturan tersebut memuat perubahan 
ketentuan pelaksanaan restrukturisasi 
pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak 
COVID-19 atas POJK 11/2020 berupa 
perpanjangan masa berlaku hingga 31 Maret 2022 
dan penambahan peraturan lainnya berupa 
langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem 
keuangan, mendorong optimalisasi kinerja, dan 
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini akan membahas sebelum 
penerapan restrukturisasi pembiayaan dan sesudah 
penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 agar dapat mengukur efektivitas 
implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat 
Pandemi COVID-19 terhadap penurunan NPF pada 
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah. selain membahas 
efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan 
pada penurunan NPF, bahasan lainnya yang akan 
dibahas adalah mengenai pengaruh atau dampak 
pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan sebelum 
dan sesudah penerapan restrukturisasi pembiayaan, 
kendala yang dihadapi oleh Bank sebagai kreditur 
yang memberikan layanan kepada debitur, dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
implementasi restrukturisasi pembiayaan. 
Termuat dua jenis Data yang dipakai untuk 
diolah pada Penelitian ini yaitu Data Primer yang 
penulis gunakan merupakan data hasil dari 
wawancara pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
Kantor Pusat dengan kepala divisi Pembiayaan 
Menengah yang merupakan perwakilan atas tiga 
divisi yaitu Divisi Pembiayaan Konsumer, Divisi 
Pembiayaan Mikro dan Kecil (UMK), dan Divisi 
Pembiayaan Menengah. Kemudian Data Sekunder 
yang penulis gunakan berupa Data yang diperoleh 
melalui literatur, buku, konferensi pers, kebijakan, 
dan lain-lain yang mendukung dan berhubungan 
dengan permasalahan yang penulis angkat yang akan 
diinterpretasikan secara deskriptif. 
Penulis melaksanakan penelitian pada 
Kantor Pusat Unit Usaha Syariah PT Bank DKI di 
Jakarta Pusat tepatnya pada Jalan Suryopranoto No. 
8, Provinsi DKI Jakarta. Metode penulisan pada 
penelitian ini yang penulis gunakan ini merupakan 
Deskriptif Kualitatif. 
Dikarenakan Pembiayaan merupakan 
layanan yang memberikan keuntungan yang paling 
besar pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah dengan 
kondisi COVID-19 yang mengharuskan Bank 
melakukan restrukturisasi pembiayaan maka dalam 
penulisan penelitian ini penulis akan mengukur 
efektivitas bank dalam melaksanakan penerapan 
restrukturisasi pembiayaan akibat COVID-19 
terhadap penurunan NPF dengan memaparkan 
pengaruh atau dampak, faktor-faktor, kendala, 
penanganan, dan tingkat efektivitas penerapan 
restrukturisasi pembiayaan akibat COVID-19 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan akibat Pandemi COVID-19 pada PT Bank DKI Unit Usaha 
Syariah 
Bank DKI Unit Usaha Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 
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Tabel 1 Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Syariah Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Bank DKI Unit Usaha Syariah 
melaksanakan restrukturisasi pembiayaan 
menggunakan 7 cara restrukturisasi pembiayaan, 
pertama menggunakan penurunan tingkat bagi 
hasil/margin/pendapatan pembiayaan. Kedua, Bank 
DKI Unit Usaha Syariah melakukan perpanjangan 
waktu. Ketiga, Bank DKI Unit Usaha Syariah 
melakukan pengurangan pada tunggakan pokok 





Tabel 2. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan akibat Pandemi COVID-19 Bank DKI Unit Usaha 
Syariah 
 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Berdasarkan tabel diatas, selama penerapan 
kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 Bank DKI Unit Usaha Syariah 
telah berhasil melaksanakan restrukturisasi 
pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada 1.654 
NoA.  
Bank DKI Unit Usaha Syariah menerapkan 
restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-
19 sejak bulan April 2020. Selama penerapan 
tersebut hingga bulan Mei 2021 Bank DKI Unit 
Usaha Syariah telah berhasil melakukan 
restrukturisasi pembiayaan sebesar 
Rp227.995.216.780,- .  
Bank DKI Unit Usaha Syariah melaksanakan 
penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 pada setiap sektor pembiayaan 
yang dimilikinya. Seperti pembiayaan usaha kecil 
dan mikro, pembiayaan konsumer, dan pembiayaan 
menengah. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan 
Bank dalam kegiatan usahanya ditengah kondisi 
pandemi COVID-19.  
Skema pembiayaan terbesar yang 
mendapatkan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 pada Bank DKI Unit Usaha 
Syariah merupakan pembiayaan pada sektor 
konsumer khsususnya sektor KPR yaitu sebesar 
Rp106.797.282.475,-. Kemudian terdapat sektor 
pembiayaan Mikro yaitu sebesar 
Rp91.616.128.189,-.  
Bank DKI Unit Usaha Syariah telah berhasil 
menerapkan skema restrukturisasi pembiayaan guna 
menurunkan NPF ditengah kondisi pandemi 
COVID-19. Menurut Edy Siswanto (2021) Bank 
DKI berhasil menurunkan NPF yang seharusnya 
mengalami kenaikan atau peningkatan NPF pada 
saat pandemi COVID-19.  
Bank DKI Unit Usaha Syariah pun berhasil 
meningkatkan pembiayaan yang disalurkannya pada 
tahun 2020 ditengah kondisi COVID-19. Hal ini 
No Keterangan
1 Penurunan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atauijarah
2 Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, piutang dan atau ijarah
3 Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, piutang dan atau ijarah
4 Pengurangan tunggakan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah
5 Penambahan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah
6 Konversi Pembiayaan, piutang dan atau ijarah menjadi Penyertaan Modal Sementara
7 Lainnya




Kredit Mikroi  Ritel
UNIT USAHA SYARIAHPembiayaan Mikro 816        83.028.998.686      89      7.150.929.221      9        302.702.227         5        1.036.839.934   4      96.658.122   923        91.616.128.189        
Pembiayaan Kecil 34           19.790.445.660      2         28.475.514              4        176.275.798         40           19.995.196.972        
 Konsumer 
KPR 492        76.378.352.466      169   26.424.528.647   28     3.994.401.362     689        106.797.282.475     
KMG -         -                                            
 Menengah
(Komersial & Korporasi) 2              9.382.636.558         2              9.586.609.145           
TOTAL 1.344   188.580.433.369   260   33.603.933.381   41     4.473.379.387     5        1.036.839.934   4      96.658.122   1.654   227.995.216.780     
Segmentasi
Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Total Kredit*
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dapat disebabkan disalurkannya pembiayaan 
sebesar Rp5,99 Triliun yang telah dilakukan oleh 
Bank DKI Unit Usaha Syariah.  
Dengan berhasilnya skema penyelamatan 
pembiayaan tersebut Bank DKI Unit Usaha Syariah 
berhasil menurunkan NPF yang seharusnya 
mengalami kenaikan atau peningkatan selama 
pandemi COVID-19. 
Efektivitas Implementasi Restrukturisasi 
Pembiayaan akibat Pandemi COVID-19 
terhadap Penurunan NPF pada PT Bank 
DKI Unit Usaha Syariah 
 
Bank DKI Unit Usaha Syariah telah 
melaksanakan penerapan kebijakan POJK mengenai 
restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-
19 sejak April 2020 mengikuti Peraturan OJK 
Nomor 11. Dalam melaksanakan restrukturisasi 
pembiayaan Bank DKI memiliki kriteria dalam 
memberikan restrukturisasi pembiayaan terhadap 
debitur berupa memberikan restrukturisasi hanya 
kepada debitur yang sebelumnya termasuk ke dalam 
kategori koletibilitas satu dan dua sebelum masa 
pandemi tetapi mengalami penurunan omset usaha 
ketika pandemi COVID-19. 
Menurut Edy Siswanto (2021), Debitur yang 
sebelumnya berada pada kategori kolektibilitas tiga, 
empat, dan atau lima sebelum pandemi COVID-19 
tetap diberikan restrukturisasi pembiayaan, tetapi 
menggunakan peraturan restrukturisasi biasa bukan 
POJK 11 dan atau 48 yang merupakan 
restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-
19.  
Dalam memberikan restukturisasi pembiayaan 
kepada debitur, omset debitur dilihat sebagai salah 
satu kriteria yang menjadi nilai penting. debitur 
yang tetap menghasilkan keuntungan pada usahanya 
tidak diberikan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 karena dinilai tetap dapat 
bertahan dalam kondisi ini walaupun mengalami 
penurunan keuntungan.  
Menurut Edy Siswanto (2021) Bank DKI Unit 
Usaha Syariah akan memberikan restrukturisasi 
pembiayaan kepada debitur yang dianggap tidak 
mendapatkan keuntungan pada kegiatan usahanya 
selama pandemi berlangsung, sehingga debitur 
tersebut mengalami kesulitan dalam membayar 
kewajibannya.  
Menurut Edy Siswanto (2021) penerapan 
POJK 11 yang telah diperbarui melalui POJK 48 
sangat membantu keadaan atau kondisi Bank 
sebagai kreditur selama pandemi COVID-19 
dikarenakan dapat membantu menurunkan NPF atau 
Non Performing Finance Bank DKI Unit Usaha 
Syariah yang memiliki kemungkinan akan 
meningkat jika tidak ada penerapan POJK tersebut.  
Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan pun 
dikatakan membantu Bank DKI UUS dikarenakan 
nasabah/debitur dianggap dapat diatur 
pembayarannya sesuai dengan POJK sehingga 
debitur tersebut tidak mengalami penurunan secara 
signifikan menjadi Kola tau masuk kedalam 
kolektibilitas tiga, empat, atau lima.  
Dalam menjalankan restrukturisasi 
pembiayaan memberikan dampak kepada Bank DKI 
Unit Usaha Syariah berupa penurunan laba 
dikarenakan debitur tidak membayar pokok atau 
margin atau pengurangan pembayaran sesuai 
dengan jenis restrukturisasi pembiayaan yang 
digunakan. Selain itu, Bank DKI Unit Usaha Syariah 
mengalami kesulitan dalam menghubungi nasabah 
dikarenakan lock down ataupun peraturan yang 
melarang untuk berkerumun. 
 
Tabel 3. Laba Bank DKI Unit Usaha Syariah 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Penurunan laba yang dialami Bank DKI 
Unit Usaha Syariah dibuktikan dengan data diatas. 
Pada tahun 2019 jumlah laba yang dihasilkan oleh 
Bank DKI Unit Usaha Syariah sebesar 
Rp302.407.000.000,- yang mengalami penurunan 
sebesar 66,78% ketika COVID-19 pertama kali 
diidentifikasi di Indonesia pada bulan Maret 2020. 
Pada bulan April 2020 mengalami pertumbuhan 
sebesar 31,07% ketika kebijakan restrukturisasi 
Laba
TAHUN BULAN JUMLAH LABA GROWTH
2019 Desember 302.407 -
2020 Maret 100.450 -66,78%
2020 April 131.657 31,07%
2020 Desember 320.673 143,57%
2021 Mei 90.773 -71,69%
9,04%RATA-RATA PERTUMBUHAN
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pembiayaan akibat pandemi COVID-19 sudah 
diterapkan.  
Laba yang dihasilkan Bank DKI Unit 
Usaha Syariah kembali mengalami penurunan yang 
signifikan pada bulan Mei 2021 yaitu hanya sebesar 
Rp90.773.000.000,-, jika dibandingkan dengan 
bulan Desember 2020 turun sebesar 71,69% yang 
sebelumnya sebesar Rp320.673.000.000,-. 
Laba per Desember tahun 2020 sebesar 
Rp320.673 mengalami pertumbuhan jika 
dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 
sebesar Rp302.407. Tetapi, mengalami penurunan 
laba secara signifikan pada 2021 yang dialami oleh 
Bank DKI Unit Usaha Syariah. Laba Bank DKI Unit 
Usaha Syariah pada tahun 2020 mengalami 
pertumbuhan dikarenakan Bank DKI Unit Usaha 
Syariah melakukan penyaluran pembiayaan yang 
bersifat konsumtif mencapai Rp5,99 Triliun. 
 
 
Tabel 4. Rincian Laba Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Penerapan restrukturisasi pembiayaan 
akibat pandemi COVID-19 diterapkan oleh Bank 
DKI Unit Usaha Syariah sejak April 2020 memiliki 
pengaruh terhadap laba Bank DKI Unit Usaha 
Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
menurunnya laba yang dihasilkan oleh Bank DKI 
Unit Usaha Syariah pada Tabel III.2.1 dan Tabel 
III.2.2.  
Meskipun mengalami penurunan laba, 
Bank DKI Unit Usaha Syariah berhasil 
menumbuhkan laba bank per bulannya dan berhasil 
menyelamatkan laba yang dihasilkan pada tahun 
2020.  
Laba yang dihasilkan oleh Bank DKI Unit 
Usaha Syariah pada tahun 2021 menurun jika 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi, 
Bank DKI Unit Usaha Syariah berhasil 
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 Tabel 5.  Pendapatan Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Selain mempengaruhi laba yang dihasilkan, 
penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 telah mempengaruhi 
pendapatan Bank DKI Unit Usaha Syariah. 
Pertumbuhan pada sektor pendapatan pada tahun 
2020 diakibatkan Bank DKI Unit Usaha Syariah telah 
menyalurkan pembiayaan Rp 5,99 Triliun. 
Sama halnya dengan laba, pendapatan pada 
Bank DKI Unit Usaha Syariah mengalami penurunan 
signifikan pada awal tahun 2021, jika dibandingkan 
tahun sebelumnya atau pada tahun 2020. Hal ini 
dikarenakan Bank DKI Unit Usaha Syariah telah 
berhasil menyalurkan pembiayaan yang sangat besar 
pada tahun 2020.  
Penerapan restrukturisasi pembiayaan 
akibat pandemi COVID-19 tentu mempengaruhi 
pendapatan dan laba pada Bank DKI Unit Usaha 
Syariah. Hal ini dapat dilihat pada awal bulan Maret 
dan April ketika COVID-19 telah dikonfirmasi 
sebagai sebuah pandemi. Pada bulan April telah 
ditetapkan untuk menerapkan kebijakan 
restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-
19, tetapi Bank DKI Unit Usaha Syariah tetap dapat 
menumbuhkan pendapatannya. 
Selama tahun 2020, Bank DKI Unit Usaha 
Syariah telah berhasil menumbuhan sektor 
pembiayaan dan menyelamatkan laba Bank dan 
pendapatannya walaupun dikondisi pandemi 
COVID-19. Pada tahun 2021, pendapatan Bank DKI 
Unit Usaha Syariah mengalami penurunan kembali. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan Tabel sebagai 
berikut ini : 
 
















Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Berdasarkan data diatas Bank DKI Unit 
Usaha Syariah telah berhasil menumbuhkan 
pendapatan yang dihasilkan per bulannya. Setiap 
bulannya Bank DKI Unit Usaha Syariah mengalami 
pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 
mencapai 19,25%. Pada tahun 2020 Bank DKI Unit 
Usaha Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan Rp 
5,99 Triliun, sehingga pada tahun 2021 terlihat 
penurunan signifikan pada pendapatan yang 
dihasilkan oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah.  
Penerapan restrukturisasi pembiayaan 
akibat pandemi COVID-19 memang mempengaruhi 
laba dan pendapatan Bank DKI Unit Usaha Syariah 
itu sendiri. Laba dan pendapatan Bank DKI Unit 
Usaha Syariah mengalami penurunan hal ini 
dibuktikan dengan menurunnya laba dan pendapatan 
pada bulan April. Tetapi Bank DKI Unit Usaha 
Syariah telah berhasil melalui kondisi tersebut dan 
menumbuhkan laba dan pendapatannya selama tahun 
2020. 






















TAHUN BULAN JUMLAH PENDAPATAN GROWTH
2019 Desember 707.350 -
2020 Maret 261.418 -63,04%
2020 April 363.905 39,20%
2020 Desember 917.231 152,05%
2021 Mei 229.556 -74,97%
13,31%RATA-RATA PERTUMBUHAN
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Pada tahun 2021, Bank DKI Unit Usaha 
Syariah mengalami penyusutan yang sangat 
signifikan pada laba dan pendapatannya pada awal 
tahun 2021. Tetapi berhasil menumbuhkan laba dan 
pendapatannya setiap bulannya hingga bulan Mei 
tahun 2021. 
Dalam menjalankan usaha perbankannya 
Bank DKI Unit Usaha Syariah atau UUS pun 
mengalami kesulitan dalam mencari nasabah 
pembiayaan baru dikarenakan dalam kondisi seperti 
ini Bank DKI UUS diharuskan lebih hati-hati dalam 
melakukan pemilihan nasabah baru.  
Bank DKI UUS mengalami perubahan 
berupa digitalisasi pada pengajuan kredit, 
pembayaran kredit, pembayaran ditagih yang 
menyebabkan Bank DKI UUS perlu melaksanakan 
edukasi kepada nasabah selaku debitur Bank DKI 
UUS. Perubahan digitalisasi yang dilakukan Bank 
DKI UUS berupa penggunaan JakOne Mobile 
sebagai platform yang menyalurkan digitalisasi 
tersebut.  
Perubahan digitalisasi ini dianggap perlu 
dilakukan dengan kondisi pandemi ataupun tidak 
pada kondisi pandemi. Hal ini merupakan sebuah 
kemajuan yang mengikuti perkembangan teknologi 
pada masa kini yang menggunakan teknologi serba 
digital pada kesehariannya. 
 
Tabel 7. FDR Bank DKI Unit Usaha Syariah 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Penerapan restrukturisasi pembiayaan yang 
dilakukan oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah 
memberikan pengaruh terhadap likuiditas Bank DKI 
Unit Usaha Syariah atau UUS. Hal ini berupa 
penurunan FDR. Menurut Edy Siswanto (2021) FDR 
Bank DKI Unit Usaha Syariah saat ini 130%. FDR 
Bank DKI UUS mencapai 130% dikarenakan Bank 
DKI UUS masih berupa Unit Usaha Syariah yang 
memiliki pembiayaan yang lebih besar dari pada 
dana. 
FDR Bank DKI Unit Usaha Syariah 
memiliki penurunan dengan rata-rata penurunan 
5,04% selama penerapan restrukturisasi pembiayaan. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan Edy Siswanto 
(2021) yang menyatakan bahwa dengan adanya 
penerapan restrukturisasi pembiayaan Bank DKI 
Unit Usaha Syariah mengalami penurunan FDR. 
Tingkat FDR Bank DKI Unit Usaha Syariah 
memang mencapai 130% dimana hal tersebut bukan 
hal yang baik, tetapi hal ini dapat dilakukan 
dikarenakan Bank DKI UUS dapat melakukan 
rekening antar kantor dengan induk atau Bank DKI 
Konvensional. Berupa peminjaman dana dengan rate 
yang rendah. Sehingga Bank DKI Unit Usaha 
Syariah tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. 
Penerapan restrukturisasi pembiayaan 
memiliki pengaruh terhadap portofolio pembiayaan 
dikarenakan stabilitas baki debet Bank DKI UUS 
yang tidak mengalami kenaikan dan penurunan pada 
masa pandemi COVID-19 yang seharusnya 
menyebabkan baki debet mengalami penurunan. Hal 
ini dikarenakan Bank DKI Unit Usaha Syariah 
berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 5,99 
Triliun. Sehingga terlihat Bank DKI Unit Usaha 
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Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Bank DKI Unit Usaha Syariah telah berhasil 
menumbuhkan sektor pembiayaannya dibuktikan 
dengan jumlah outstanding pembiayaan yang 
bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 
1,42%. Sejak penerapan restrukturisasi pembiayaan 
akibat pandemi COVID-19 Bank DKI Unit Usaha 
Syariah telah berhasil menumbuhkan sektor 
pembiayaan dikondisi pandemi. Sehingga terlihat 
bahwa outstanding pembiayaan bertumbuh sebesar 
1,42%.  
Pertumbuhan pada sektor pembiayaan dapat 
dikarenakan pengerjaan restrukturisasi pembiayaan 
dikerjakan secara tepat dan cepat. Hal ini didukung 
dengan pernyataan Edy Siswanto (2021) yang 
menyatakan bahwa pengerjaan SLE harus dikerjakan 
secara tepat dan cepat agar dapat menyelamatkan 
Bank dan debitur ditengah kondisi pandemi COVID-
19 ini. 
  




Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Keberhasilan Bank DKI Unit Usaha Syariah 
dalam bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19 
dapat dilihat melalui NoA Pembiayaan yang dimiliki 
oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah. Secara rata-rata 
pertumbuhan Bank DKI Unit Usaha Syariah pada 
NoA telah bertumbuh sebesar 0,80% sejak bulan 
Agustus 2020 hingga Mei 2021. Hal ini sejalan 
dengan keadaan Bank DKI Unit Usaha Syariah yang 
mengalami pertumbuhan pada pendapatan dan laba 
bank yang dihasilkannya. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa 
Bank DKI Unit Usaha Syariah telah berhasil 
menyelamatkan kondisi industri perbankan pada saat 
pandemi COVID-19 tidak hanya melalui 
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restrukturisasi pembiayaan tetapi dibantu dengan 
pertumbuhan pembiayaan yang dimilikinya selama 
tahun 2020.  
Menurut Edy Siswanto (2021) penerapan 
Restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-
19 yang telah diterapkan oleh Bank DKI Unit Usaha 
Syariah telah efektif dalam menurunkan NPF. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya data sebagai berikut : 
 




Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
NPF atau Non Performing Finance Bank 
DKI Unit Usaha Syariah akan mengalami kenaikan 
atau peningkatan jika tidak diterapkannya POJK 
restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-
19. Hal ini dikarenakan debitur yang mengalami 
penurunan omset akibat pandemi diharuskan tetap 
membayar kewajibannya secara penuh. Maka dari 
itu, penerapan POJK 11 yang telah diperbarui melalui 
POJK 48 dianggap diperlukan guna menyelamatkan 
bank dari kerugian yang jauh lebih besar.  
Penerapan restrukturisasi pembiayaan 
dianggap dapat membantu Bank dalam mengatur 
skema pembayaran yang sesuai terhadap debitur 
yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. 
Sehingga debitur yang mengalami penurunan omset 
tidak langsung menurun kolektibilitasnya menjadi 
tiga, empat, atau lima. 
Kolektibilitas tiga, empat, dan lima pada 
bank DKI UUS berada pada posisi yang stabil. 
Sedangkan kolektibilitas dua mengalami penurunan 
akibat ekspansi yang dilakukan oleh Bank DKI UUS 
yang berhasil menurunkan kolektibilitas dua sebesar 
18 milliar pada bulan mei. 
Hal ini didukung dengan data OJK atau 
Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat per Juli 2020 
bahwa Bank Umum Syariah berada pada level NPF 
3,31% sedangkan Unit Usaha Syariah berada pada 
NPF berada pada lebel 3,38%.  
Posisi NPF UUS Bank DKI berada pada 
level 1,41% per Mei 2021 dengan ini posisi NPF 
UUS Bank DKI berada dibawah NPF per Industri. 
 
 
Gambar 1. Forecast NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
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Tabel 11. Forecast NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Berdasarkan Proyeksi Forecast NPF PT Bank DKI Unit Usaha Syariah pada bulan Juni 2021 hingga Mei 
2022 akan mengalami Down Tren ataupun penurunan pada NPF. Hal ini disebabkan penurunan pada NPF PT 
Bank DKI Unit Usaha Syariah. 
 
Tabel 12. Keseluruhan NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Sumber : PT Bank DKI Unit Usaha Syariah 
 
Berdasarkan tabel keseluruhan NPF PT Bank DKI 
Unit Usaha Syariah atas hasil gabungan data NPF 
dengan data proyeksi forecast NPF, maka PT Bank 
DKI Unit Usaha Syariah akan mengalami rata-rata 
pertumbuhan NPF sebesar -35,99% selama 
penerapan Restrukturisasi Pembiayaan akibat 
pandemic COVID-19 POJK 48 berakhir. 
NPF PT Bank DKI Unit Usaha Syariah pada 
akhir penerapan POJK 48 diproyeksikan mencapai 


















NO TAHUN BULAN TINGKAT GROWTH
1 April 1,58% -
2 Mei 1,73% 9,49%
3 Juni 1,80% 4,05%
4 Juli 1,90% 5,56%
5 Agustus 1,98% 4,21%
6 September 1,81% -8,59%
7 Oktober 1,81% 0,00%
8 November 1,56% -13,81%
9 Desember 1,52% -2,56%
10 Januari 1,52% 0,00%
11 Februari 1,44% -5,26%
12 Maret 1,49% 3,47%
13 April 1,50% 0,67%
14 Mei 1,41% -6,00%
15 Juni 1,41% 0,20%
16 Juli 1,38% -2,20%
17 Agustus 1,35% -2,25%
18 September 1,32% -2,31%
19 Oktober 1,29% -2,36%
20 November 1,26% -2,42%
21 Desember 1,23% -2,48%
22 Januari 1,19% -2,54%
23 Februari 1,16% -2,61%
24 Maret 1,13% -2,68%
25 April 1,10% -2,75%
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Faktor-Faktor dan Kendala yang 
mempengaruhi Efektivitas Implementasi 
Restrukturisasi Pembiayaan terhadap 
Penurunan NPF Pada PT Bank DKI Unit 
Usaha Syariah 
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap 
penurunan NPF berupa SLE atau Satisfaction, 
Loyalty, dan Engagement yang dimiliki Bank DKI 
UUS harus tetap berjalan berupa pengerjaan 
pengajuan restrukturisasi pembiayaan. 
Menurut Edy Siswanto (2021) debitur yang 
mengajukan restrukturisasi pembiayaan harus 
dikerjakan secara tepat dan cepat agar debitur tidak 
menjadi kol. Jika debitur yang mengalami penurunan 
omset akibat pandemi COVID-19 tidak segera 
dikerjakan maka akan menyebabkan debitur menjadi 
kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada 
bank dan menyebabkan adanya kolektibilitas pada 
debitur tersebut. 
Pengerjaan yang cepat dan tepat akan membantu 
Bank DKI UUS sebagai kreditur dalam 
menyelamatkan Non Performing Finance atau NPF 
dan laba yang dimilikinya. Pengerjaan yang lambat 
dinilai dapat menaikkan NPF dan mengurangi laba 
yang dimiliki dan dihasilkan oleh Bank DKI Unit 
Usaha Syariah selama pandemi COVID-19.  
Menurut Edy Siswanto (2021) kendala yang 
dihadapi oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah berupa 
ketidaktahuan berakhirnya pengaruh pandemi 
COVID-19 ini. Ketidaktahuan ini menyebabkan 
munculnya kemungkinan adanya perpanjangan 
POJK Restrukturisasi Pembiayaan akibat pandemi 
COVID-19. Perpanjangan ini menyebabkan 
terjadinya perpanjangan jangka waktu pembayaran 
yang dilaksanakan oleh debitur yang mengalami 
penurunan omset usaha selama pandemi COVID-19. 
SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan 
sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Efektivitas implementasi restrukturisasi 
pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada 
Bank DKI Unit Usaha Syariah telah 
dilaksanakan secara efektif dalam menurunkan 
NPF atau Non Performing Finance sejak bulan 
April 2020 hingga bulan Mei 2021. Hal ini 
didukung dengan data NPF yang telah 
disajikan, Berdasarkan data tersebut NPF Bank 
DKI Unit Usaha Syariah telah mengalami 
penurunan rata-rata mencapai 0,68%.  
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank DKI Unit 
Usaha Syariah berupa ketidaktahuan atas 
pengaruh pandemi COVID-19 yang 
mempengaruhi sektor ekonomi debitur akan 
berakhir. Terdapat ketidaktahuan mengenai 
penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19 akan berlangsung berapa 
lama. Sehingga memungkinan adanya 
perpanjangan kebijakan restrukturisasi 
pembiayaan akibat pandemi COVID-19. 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas 
implementasi restrukturisasi pembiayaan dalam 
menurunkan NPF berupa pengerjaan pengajuan 
restrukturisasi secara tepat dan cepat. Sehingga 
laba dan pendapatan tidak akan menurun 
dikarenakan debitur tidak dapat membayar 
kewajibannya dengan kondisi omset yang 
menurun akibat Pandemi COVID-19. Selain itu, 
Bank dapat menumbuhkan sektor pembiayaan 
dengan mengembangkan NoA Pembiayaan 
sehingga dapat membantu Bank dalam kondisi 
ini. NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah pun 
terselamatkan jika Bank DKI Unit Usaha 
Syariah dapat melakukan restrukturisasi 
pembiayaan akibat pandemi COVID-19 secara 
tepat dan cepat dibantu dengan penyaluran 
pembiayaan dalam jumlah besar. 
SARAN 
1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 
dan memberikan kontribusi bagi : 
2. Bagi masyarakat yang memiliki pinjaman 
pada bank khususnya Bank DKI Unit Usaha 
Syariah yang usahanya terdampak COVID-
19 dapat mengajukan restrukturisasi 
pembiayaan akibat pandemi COVID-19 
yang dapat membantu masyarakat dalam 
memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan 
masyarakat dalam membayar kewajibannya 
kepada bank dalam kondisi pandemi 
COVID-19 dapat mengajukan keringanan 
berupa restrukturisasi pembiayaan akibat 
pandemi COVID-19. 
3. Bagi Bank lainnya dapat menjadikan Bank 
DKI Unit Usaha Syariah sebagai salah satu 
contoh dalam melaksanakan restrukturisasi 
pembiayaan akibat pandemi COVID-19 
dalam menurunkan NPF. Sehingga laba dan 
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